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[Menimbang:

[Menimbang:

bahwa dalam rangka mewwjudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19453, pemberantasan
tindak pidana Korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Olet
Karena itu tindak pidana Korupsi perlu ditingkatk fesional, intensif, dan
berkesinambungan karena korupsi telah merugikan Keuangan negara, perekonomian negara, dan
menghambat pembangunan nasional;

& bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah
mengganggu Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

2 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sjahtera berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19453, perlu
penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, Korupsi dan nepotisme;

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemhenl\nsm Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

serta untuk mengatasi timbulnya Kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekosongan
Keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas

. bahwa lembaga pemerintah perkara tindak pidana korupsi belum berf b bahwa untuk mer o upaya b bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Tk idana Koo e e,
efekiif dan cfisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; tin lu pengaturan o keanggotaan erkara tindak perlu ditingkatkan
sementara Pimpinan Komisi Pl Korupsi; masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak p.d.n. orupsi
berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia:
. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa < bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan |¢  bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan etentuan
peraturan perundang-undangan;
0. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang @ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, hurufb, dan hurufc,  |d bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang

tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat

lengan tugas dan tindak pidana Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
kempsx. Menjadi Undang-Undang: Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum,
dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
. bahwa pembanguna al adalah suatu p ha ¢ Pal berdsarkan pertmbangan cbageimana dimaksud Galm Trur s, Bura b, burer . dan

hurufd, perlu membentuk Undang-L Perubahan Kedua Ata
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

bahwa berdasarkan pertimbangin sebagsimana dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan huruf c perlu
‘membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

in
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
“Tahun 19

gingat:
1 Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
‘Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
rupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambaban umb.m Nq,m
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tonang mmbmn atas Undang- u..um.mumur 31 Tahun 1999 tetang

blik I Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan IA'm\mr.\n Nugm Republik ndonesia Noror 4150y
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PASAL 1

PASAL |

KETENTUAN UMUM

[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5661) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

[Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
[Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Koisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698)
diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

I Ketentuan Pasal 1 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

‘Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sbaginana telah diubah
dengan U Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

N lah b dimaksud dalam Undang-Und:
Nomor 28 Tahun 1999 lun:mk_ Penyclengra Negar yan e dn B dart Korup, Kl
dan Nepotisme.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Dengan Undang-L Tindak Pidana Korupsi yang untuk
selanjutnya discbut Komisi Pemberantasan Korupsi,

Pasal 3
Komis K h lembaga ney ¢ dalam melaksanakan tugas dan

enangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legilatif,
atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

san Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
cs keki tugas

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini

4. Pemberanta

in Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan
‘memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui e koordinasi, i superis, morior.
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta
‘masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pcnmdang-undxngn

5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi
informas elekironik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifut publik, baik menggunakan
jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi maupun alat elekironik lainnya

6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Komi: dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Pemberantasan Korups

2 Ketentuan Pasal 3 diubah schingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Komisi Korupsi adalah lembaga negara dal kekuasaan cksckutif yang
dalam melaksanakan o s dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuas

a_kepastian hukum;
b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. kepentingan umum; dan
. proporsionalitas.

Pasal 5 3 Ketentuan Pasal 5 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
D tugas dan Komisi Korupsi berasaskan pada
D tugas dan Komisi Korupsi berasaskan pada:

a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepentingan umum;
. proporsionalitas; d

‘ethadap hak asasi manusi

BAB I

4 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:a

Al
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

[Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a instansi

tindak pidana korupsi;

b, b spori terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
‘melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

a.tindakan-tindakan p:l\r::galmn schingga tidak terjadi Tindak Pidana Korups
b Tindak Pidana

Korupsi dan instansi yang hmuw melaksanakan pelayanan publik:

. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana

. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan

£ tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperolch
kekuatan hukum tetap.

5 Ketentuan Pasal 7 diubah schingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Pasal 7

‘Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenany
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa, Komist
Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pendafiaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara
n

egara;
b. menerima laporan dan menetapkan status graifikasi;




. meminta informasi tentang Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang
terkait;

d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana Korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mes

K

pencegahan tindak

. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;

d dan melaksanakan I Tindak Pidana Korupsi;

. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan

£ melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindk Pidana Korupsi

Pasal 8

(2) Dalam mtlx sanakan kewenangin ubugs\n]ana dimaksud pada ayat (1), K
T (st kol dlam 1 (s
tahun kepada Pn:\ldu\ Republik xnuuncm Dewan Pervakian Rakyat Republik Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagsimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komist

laahan terhadap
jgas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pumhuxmkmm tindak
pmm kum,-.u, dan instansi y:mg dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penclitian, atau pen
stansi yang menjalankan tu

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi K engambil alih penyidik: penuntutan,
Kepolisian atau kejaksa angka dan seluruh beserta alat
bukti dan dokumen lain yang diperlukan dulam i paling lama 14 (cmpat bela) har keri,
eal dit Komisi san Korupsi

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pm ayat (3) dilakukan dengan membuat dan
menandatangani berita acara penyerahan schinga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau
kejaksaan pada saat

6 Ketentuan Pasal 8 diubah schingga berbunyi scbagai berikut:

‘Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufb, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:

. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi:

b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 9

. meminta informasi tentang Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang
terkait;

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan
yang dapat dipertanggungiawabkan;

. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana Korupsi
yang sesungguhnya;

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur Korupsi;
. hambatan penanganan tindak pidana Korupsi Karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif,
atau legislatf; atau

keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, pennganen tindak pidana
Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungiawabkar

d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam
melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi
‘Tindak Pidana Korupsi

7 Ketentuan Pasal 9 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

‘Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf . Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian I administrasi i semua lemby g
lembaga

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan
perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai
usulan perubahan tidak dilaksanakan,

Pasal 10

igea berbunyi sebagai berikut:

‘Dalam hal u:nh,ml ‘alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi
membe in kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana
Korupsi yang wudnngllll:mgml

8 Ketentuan Pasal 10 diubah scl
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagsimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komist
Pemberantasan Korupsi berwenang e ‘pengawasan, penclitian, atau pencl

i tugas dan Tindak
Pidana Korupsi,

Pasal 11

(2) Ketentuan mengenai p tugas supervisi scbs dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufc, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi

yany
. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana ki oleh aparat penegak hukum ata

negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

9 Di antara Pasal 10 dan Pasal 11
sebagai berikut:

kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi

Pasal 10A

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kormisi
Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan tethadap
pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan

Pasal 12

a hpman |msyamkm mengen ‘Tindak Pidana Korupsi tidak
b. proses pe Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan

yang u.,..n lllpur\anggung:lwu

‘Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud
dalam Pas

6 hurufc, Komisi Pmbu:lm:u:m Kump\l berwenang

ks
b memernaian kepada instansi yang!erkzu ks melatang sescorang bepergian ke luar negeri;

. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang
diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

intahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara
tersangka dari jabatannya;

£ meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang
terkait;

& menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian
lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan
pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukii di luar neger;

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,
penahanan, dan penyitaan tindak pidana korup
ditangani.

. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi

d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;

. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi Karena campur tangan dari pemegang kekuasaan
Ksekutif, yudikati, tau legislati; atau

£ keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana
Forups sl diaksanakan scar baik dan dapt

(3) Dalam hal Komisi bil alih penyidikan d enuntutan,
kepolisian dan/atau ejaksaan wajib nkny:uhkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta
alat buki dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, tethitung
sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(@) Penyeraha pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan
menandtangn eris s penycrban shings sl s da keverangn ey
dan/atau kej: f saat penyerahan terscbut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korups.

(5) Komisi Korupsi alih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada per
‘menangani Tindak Pidana Korupsi,

penuntutan
idik atau penuntut umum yang

10 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

a. melibatkan a pm\tys.k hukum, Ptnyclcnggm\‘ ngﬂu dan orang lain yang ada kaitannya
dengan Tindak Pidana p hukum atau
Negara; dan/atau

Pasal 13

b, menyangu erugian negar palingsdiit R 00000000000 Gt milar rpia)

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut

(2) Dalam hal Tindak Pid: ketentuan sebagaimana. pada ayat
(1), Komisi Pemberantasan Kurup i wajib mnycnhk:m penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaar

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisiterhadap penyelidikan, penyidikan,

a. melakukan pendafiaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan negara;
atifkasi
. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan:

d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana
Korupsi;

. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

£ melakukan kerfa sama bilateral atau multilateral dal tindak pidana k

dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

11 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

0 Tidikan dan penyidikan seb: Gimaksud datam Pasal 6
huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:

a kepada instansi yang terkait untuk ke luar negeri;

b. meminta ket kepada bank atau lembaga k lainnya keuangan
tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;

Pasal 14

. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang
diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

‘Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenany

a. melakukan pengkajian tethadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan
pemerintah;

b kepada pimpinan lembs dan pemerintah untuk melakukan perubahan
i brdrkan ha pngkagan, sisem penslolaan admiiatas trcbut brpoteni koru

. melaporkan Kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai
usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara
tersangka dari jabatannya;

. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang
terkait;

£ menghentikan sementara suatu transaksi keangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian
lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

& meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan
pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukt i luar negeri; dan

h. meminta bantuan k:pohsmn atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,
penahanan, dan indak Pidana Korupsi
yang sedang ditangani,

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana Korupsi;

b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk
‘memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang
ditanganinya;

. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 15 12 Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empa) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 128,
Pasal 12C, dan Pasal 12D i sebagai berikut:
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban Pasal 124

‘Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 huruf e, penuntut
pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 128

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan s
‘mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.




d. menegakkan sumpah jabatan;

. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan berdasarkan
dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlhksanakan berdasarkan
peminaan secar tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Kor
3)Dx memberikan izin tertulis terhadap permintaan seb; dimaksud
pada ay1l tH paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan
diajukan. www. peraturan.go.id
(6 Dl impinan Ko Pembcrntsan Koups mdaptkan i el o Do
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam)
ik i e i ertulis e dan dpat diperpanan | (st kot unk fangk
waktu yang sama.

Pasal

BAB Il

PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI TATA CARA PELAPORAN DAN

12
0 Penyeldk dan pnyidk melaporkan Penyadspan chagsimans Gk oo Psal 12 syt
Pimpinan Komisi Korupsi

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan
harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan
Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan sclesa
dilaksanakan,

Pasal 12D

Pasal 16,

‘Setiap pegawal negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifkas wajib melaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

a. Laporan disampaikan secara mengisi formulir ditetapkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan m:lﬂmplrkzn dokumen dengan gratifikasi,
b. Formulir dimaksud pada huru cmuat

1) nama dan alamat 1=ng1<zp penerima dan pemben atifkas;
2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negar

3) tempat dan wakiu penerimaan gratifikasi;
4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5) nilai gratifikasi yang diterima.

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifa rahasia dan hanya
untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani
Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika

u\ Dalam hal krwaj an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat
‘yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan
kcmmnm ,.mmm perundang-undangan.

igea berbunyi sebagai berikut:

13 Ketentuan Pasal 13 diubah sel
Pasal 13

‘Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
sgia dinskau dlam sl 6 sl £ Komis Femberatzsan orups bervenang
melakukan tinda sesuai dengan isi
dari penctapan hakim atau putusan pmng‘d\lun

14 Pasal 14 dihapus.

15 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pasal 15

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai
pertimbangan.

@ kepemilikan gratifikasi scby dimaksud pada ayat (1) Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat memangeil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan
berkaitan dengan penerimaan gratifikasi

(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi fikasi atau menjadi milik
negara.

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepeilikan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujub) hari keria
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengena terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan etentuan
peraturan perundang-undangan:

b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk
‘memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang
ditanganinya;

. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. menegakkan sumpah jabatan;

&. menjalankan tugas, jawab, dan berdasarkan asas seb dimaksud

Tambat 7 (tujuh) hari Kerja terhitung sejak tangeal ditetapkan. dalam Pasal 5; dan
f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Korup
Pasal 18 16 Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, schingga Pasal 19 i i berikut:
Komis Korupsi ‘atifikasiy menjadi milik Pasal 19
cgara paling sedikit | (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara

BABIV
TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan
wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negira Republik Indonesia
(@) Dihapus.

17 Ketentuan Pasal 21 diubah schingga berbunyi seb:

Pasal 19

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota e mpubhk Tndonesia dan
wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indon

(2) Komisi Korupsi P h provinsi
Pasal 20
(1) Komisi Korupsi bertanggung jawab kepada publik tugasnya

dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan

@ dimaksud pada ayat (1 cara
a. waiib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program
kerjanya:

b menerbitkan laporan tahunan; dan

. membuka akses informasi.

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdir atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (1ima) orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdi dari 5 (1ima) orang Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari

a_ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafb
‘merupakan pejabat negara

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
Kolektif kolegial.

18 Pasal 22 dihapus.

[Pasal 21

1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdir atas -
a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugs.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun
schagai berikut

. Ketus Konisi Permberntasan Korups meranghap Angts;dan
b. Wakil Ketua Komisi Korups terdiri

merangkap Anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa adalah
pejabat negara

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa adalah
penyidik dan penuntut umum.

(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara
Kolekiif.

(0 Pimpinan Komisi emberantasan Korupsi sebgaimana dimaksud pada aya (1) hurafa adalah
vab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

19 Pasal 23 dihapus.

20 Ketentuan Pasal 24 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
merupakan warga negara Indonesia yang Karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada

Komisi Pemberantasan Korupsi.

(@) Pegava Komisi Peberantasan Korups érupkan angots korpsprofsi pegava sprsur

sipl negara Republik Ind ketentuan peraturan

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21 Ketentuan Pasal 20 diubah schingga berbunyi scbagai

erikut:

Pasal 29

Pasal 22
(1) Komist “Tim Penasibat
dalam Pasal 21 ayat (1) P Yo i oleh panin sleks pemilian

(2) Panitia seleksi pemilihan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan
‘mengumpulkan calon angzota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.

(4) Calon anggota Tim Penasihat scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu
kepada masyarakat untuk mer tanggapan dan diangkat oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia selcksi pemilihan.

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan §
delapan) clon sngeta Ti Pt ke Komist Penberntsan Korupsuna i
(empat) orang anggota.

© K:yaxan s:Mgmmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.

Pasal 23

Untuk dapat Fimpinan Komist san Korupsi n
persyaratan sebagai berikut

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit
15 (1ima belas) tahun dalam bidang hukur, ekonomi, keuangan, atau perbankan;

e berus

paling rendah 50 (lima pulub) tahun dan paling tinggi 65 (enam pulub lima) tahun pada
proses pemilihan;
£ tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

& cakap, jujur, memiliki yang tinggi, dan memiliki yang baik;

h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

i. melepaskan jabatan strukiural dan/atau jabatan lainnya s

clama menjadi anggota Kom

“Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihal dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya
tugas dan 2K

Pemberantasan Korupsi

Korupsi; dan
k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah bt et dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

22 Ketentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Tim Penasihat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia
yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
 adalah warga negara Indonesia yang arena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegiwai Komisi Pemberantasan
Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi,

Pasal 32

Pasal 25

(1) Komisi Pemberantasan Korupss
. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
sanKorupsi;
\gangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan
pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
e tukan kriteria penanganan tindak pidana k

(2) Ketentuan mengenai p kerja Komi
dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi

Iebih lanjut

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;
. melakukan perbuatan tercela;

d. menjadi terdakwa Karena melakukan tindak pidana kejahatan;

. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat
melaksanakan tugasnya;

£ mengundurkan dirf: atau

& dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadiitersangka tindak pidana
kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pimpinan Komisi Kory i seb dimaksud
i syt (1) hurut £, iaing unk jangka vkt 1 tahun seak. gl penunduran
dirinya menduduki jabatan publik




Pasal 26

(1) Susunan Komist Pemberantasan Korupsi trdirt atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan
4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat)
bidang yang terdiri atas:
a. Bidang Pencegahan;

b. Bidang Penindakan;

. Bidang Informasi dan Data; dan

d. Bidang Pengawasan Intemal dan Pengaduan Masyarakat
(3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Presiden

23 Ketentuan Pasal 33 diubah schingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 33

(1) Dafam hal terjadi kekosongan Pirmpinan Komisi Pemberantasan Korups, Presiden Republik
Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

(2) Anggota penan sehaganmlm dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi
Pemberantasan Koru tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sepanjang masih i persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

(3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.

a. Subbidang Pendafiaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
b. Subbidang Gratifikasi:

c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

24 Ketentuan Pasal 37 diubah schingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komist
Pemberantasan Korupsi

25 Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai
berikut:

(4) Bidang P:mndakm sehagsnmlm dimaksud pada ayat (2) huruf
a. Subbidang Pen;
b, S\lhhldm\g P:ny\dxkan L
ubbidang Penuntutan.

(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BABVA
DEWAN PENGAWAS

26 Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B,
Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;

b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
c. Subbidang Monitor.

(6) Bidang Pengawasan Intemal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d membawahi

a. Subbidang Pengiwasan Intemnal;

b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.
(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing
membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.
(8) Ketentuan mengenai tugas
i oyl 2), 3yt 3) 53 0 2y 5),aat 6, dn oy 7) i e ot

dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korups

Pasal 374

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf

a
(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (1ima) orang.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk | (satu) kali masa
jabatan.

Pasal 378

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh
Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden Republik Indonesia.

(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi:

erima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran
Ko ek Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan
dalam Undang-Undang ini:

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode ik oleh

mpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

£ melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara
berkala I (satu) kali dalam 1 (satw) tahun

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam |
(satw) tabun

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

[Pasal 37C

Pasal 28 (1) Dewan Pengawas dalam m:lualankm\ Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375
membentuk organ pelaksana penga
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain dalam rangka (2) Ketentuan pelaksam dimaksud pada ayat (1) diatur
dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Peraturan Presiden.
Pasal 37D
BABV Untuk day ta Dewan P b dimaksad dalam Pasal 37A,

PIMPINAN KOMIST PEMBERANTASAN KORUPST

Pasal 29

Untuk dapat Pimpinan Komisi san Korupsi ¥
persyaratan sebagai berikut

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

. sehat jasmani dan rohan;
d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-

gy 1 i bl dla bidang ok skonors,Kxangn, i persanan
pat pulub) tabun dan (enam puluh

Timay b pada proses permhan
£ tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

& cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik:

h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

i melepaskan ]1bnml\ suukmm] dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Koru

. tidak menjalankan pmf:smya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
k keki dengan peraturan yang berlaku.

lapat
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
e. berkelakuan baik;

£ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan ps
paling singkat 5 (lima) tahun;

g berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);

. tidak menjadi anggota dan’atau pengurus partai politk:
j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;

k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengiwas; dan

1. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37E

Pasal 30

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi scbagimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang
diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdir atas unsur pemerintah
dan unsur masyarakat.

(4) Sctelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan
pencrimaan calon.

(5) Pendafiaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

kat untuk mendapatkan tanggapan terhadap

igaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung scjak tanggal diumumkan.

(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden
Republik Indonesia.

(9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon
dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon
yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam wakeu paling lambat 3 (iga) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya usl dari Presiden Republik Indonesia.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya

dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

(12) Calon i s lehpmpinan Devan Perakian Ry Repuik ndoncsi
Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung scjak tanggzl

huxkhxm)x pemilihan untuk disahkan ol¢h Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara

(13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung scjak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan
ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesi.

@ ketua dan anggota Dewan dimaksud pada ayat (1),
Presiden Republik Indonesia membentuk pamua seleksi

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan
unsur masyarakat

(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan
penerimaan calon.

(5) Pendafiaran calon dilakukan dalam wakiu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

© seleks kepad: kat untuk mendapatkan tanggapan terhadap
nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

7 Tansapanschogsimans Sk pds 32 (9 disampikanepada pnis sk pling
lambat 1 (satu) bulan terhitung scjak tanggal diumumk:

®) si menentukan nama calon yang akan d kan kepada Presiden Republik

(9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 1cm||m mm hari kuja terhitung: Jxk mnwl
diterimanya daflar nama calon dari panitia s Republik Indones
nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat m kc,mh Dewan Pervaldlan Rakyat mpubhk
Indonesia untuk dikonsultasikan.

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) selesai dilaksanakan,

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas
diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 37F

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

. melakukan perbuatan tercela;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum
oo Jarena mlakukan tindak pidaa keohaan;

sendiri secara tertulis; dan/atau

Pasal 31
Pro:

‘pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi scbagtimana dimaksud
dalam Pasal 30 dilakukan «

Pasal 32

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dap:

Gk dapt clanshon g e 3 (o) bl secars besturt. st

(2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi «mnm tindak pidana, ketua dan
anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabats

(3) Ketua dan anggota Dewan . dimaksud pad
ayat (1) hurafe dilaang untuk angka wakta 3 (ima) tabur el anggal pengnduran disnga
‘menduduki jabatan publik.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden
Republik Indonesia.

Pasal 37G

tugasnya:

(1) Scbelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan

sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia

42\ Bunyi sumpah/janji scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutands
engan bunyi sumpahjanji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

umkmu dalam Pasal 35 ayat (2

e mengundurkan diri; atau
. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan Komi

erantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kej

igea berbunyi sebagai berikut:

27 Ke'umun Pasal 38 diubah scl
Pas:

Pembe
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan olch Presiden
Republik Indonesia.

Scy,m evsnangan yang etk dengn penyeiian, pnyidian, an punitan ang

tang-undang cara pidana berlaku juga bagi penyelidik,
penyidik dan p pada Komisi ssan Korupsi, lain
berdasarkan Undang-Undang ini.

28 Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

[Pasal 33

[Pasal 40




(1) Dalam hal tejadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik
Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal
31

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap
perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung scjak dikeluarkannya
surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik

Pasal 34

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukii baru yang dapat
‘membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan
praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

igea berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

29 Ketentuan Pasal 43 diubah scl
Pasal 43

(D) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketun Komisi Pemberantasan Korupsi
i hadapan Presiden Republik

Indonesia.

(2) Sumpahjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut

a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,

Iamung ata sk g, deon mengginakan v s s apap g, ok

erikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”

b Saya bersumpah/berjani bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

tugas sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu

jnj o penberion

- Saxabersumpalcan b sy akan st kepada dan skan memperabankan scta
i dasar negara, Negara Republik

oo Taknn 1945, serta peraturan perundang-undangan yang verak bagi negara

mp..m Indonesia’

bah tiasa akan menjalankan tugas dan
du\gan ‘sungguh-sungguh, scksama, obyektif jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan,
sk, agama, as jender, dan golongan tertent dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan

er da Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat,

bangsa, dan negara’

e. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau
tidak mau d.pu.gm.m olen campur tangan siapapun ug dan saya akan teap teguh
tugas d kepada saya"

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, mstansi
pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme
penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30 Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satw) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai
berikut

Pasal 43A

(1) Penyelidik Komi:

Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan scbagii berikut:

paling rendah S1 (s trata satu) :

Pasal 36

b, m:l\ykuu dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada
hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi
dengan alasan apa pun;

b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan
anggota Komisi Pemberantasa Korupsi yang bersangkutan;

. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengiwas atau pengurus
koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan
tersebut.

hat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokier; dan

d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(@) Persyaratan sagsimana dimalkud pada ya (1) buralb disclenggaraan och Konis
Korupsi bekerja sama der lisian dan/atau kejaksaan.

(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatannya apabila

a. diberhentika sipil negara;

Pasal 37

b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau

Ketentan scbagtimana dimsksud dlam Pasal 36 berl Jugs untuk Tim Penasiha dan pegivat
ada Komisi Pemberantasan Korupsi.

. permintaan sendiri secara tertulis

(4) Ketentuan lebih clidik K
Pemberantasan Korups bxgalm.uu o pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Komisi Pemberantasan Korups

PENVELIDIKAN. PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

31 Ketentuan Pasal 45 diubah sel

igea berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pasal 45

Umum

u\ Pyl Kot Pecberits Ko Gapa bl G egol, elsan, penyii
gerisipil yang diberi dan penyelidik Komi
Perberantisan Korups

Pasal 38

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpi
Komisi Pemberantasan Korupsi.

(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga
bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor § Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme
penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) w
Kompetensi yang sam.

jib mempunyai standar

Pasal 39

32 Di antara Pasal 45 dan Pasal 46
sebagai berikut:

kan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi

(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum
acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2 Pnycidcan,penyidian,dan pentutn sebgimansdinakadpds 3 1) kst
berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama anta upsi

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pnan Komis Pemberanasan
Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai
pada Komisi Pemberantasan Korups

Pasal 45A

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sbagai berikut

a paling rendah S1 (; trata satu) :

Pasal 40

b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
at jasma yang dibuktikan dengan surat keterangan dokier; dan

Ko Pemberanasin Korupsi ik berwenang mensluskan st priniah penghntan
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana k

d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatannya karena

Pasal 41
Komisi laksanakan ke dalam penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan tindsk pidana korupsi dengan lembaga pencgak hukum negara lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah
diakui oleh Pemerintah Republik Ind

a. diberhentikan sebagai aparatur sipl negara;

b. tidak lagi bertugas di bidang teknis pencgakan hukum; atau

Pasal 42

. permintaan sendiri secara tertulis

omis Korupsi penyelidikan,
pen i, din ‘penuntutan tindak pidana Korupsi yangdllakukan herame sams alch orang yang
tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

(4) Ketentuan lebih tata cara pengangkatan penyidik K emb
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi

3 Ketentuan Pasal 46 diubah sel

igea berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyelidikan

[Pasal 46

Pasal 43

‘Dalam hal sescorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lerhitung
scjak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara
pidana.

(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korup

rupsi.
@ P:l\yellmk uhaymmm dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak
pidana korup:

34 Ketentuan Pasal 47 diubah schingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 47

Pasal 44

(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin
tertulis dari Dewan Pengawas.

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan buki permulaan yang cukup
adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
scjak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2
()t bt dn ket p o s it yng i, i,
diterima, atau disimpan baik sccs aronik at

(2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap
permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam scjak permintaan izin digjukan.

(3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita
acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

(3) Dalam hal penyelidik melakukan mg:unyu idak menemukan buku ‘permulaan yang cukup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan
Korupsi menghentikan penyelidikan.

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan,
Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendii atau dapat melimpahkan perkara
tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan
pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan
penyidikan kepada K Korupsi.
Bagian Ketiga

. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disi

b. keterangan tempat, wakiu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan
penyitaan:

. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan

. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut
(4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada tersangka atau keluarganya,

Pasal 43

35 Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 474 yang berbunyi
sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,

@ pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana
Korupsi

Pasal 474

Pasal 46

(1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan
pelelangan.
(2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah,

(1) Dalam hal sescorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam ran
pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku
berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak
mengurangi hak-hak tersangka

36 Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal
69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai beriku:

Pasal 69A

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh

Presiden Republik Indonesia.




Pasal 47

(1) Ao dasar dugaanyang kst dnysbukt permulan yang Lukup, ‘penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berk:

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan
enyitaan, tidak berlaku berdasatkan Undang-Undang ini.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari

penyitaan yang sekurang-Kurangnya memuat

a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;

b. keterangan tempat, wakiu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan

. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau

(2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang
menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (1ima belas) tabun.

(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa
jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).

44\ Pu\gﬂ\gmlxﬂ ketua dan anggota Dewan Pengawas schagtimana dimaksud pada ayat (1)
umaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode
lahun zmv sampai dengan tahun 2023,

Pasal 9B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling
Tama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

m Pu\gﬂ\gmlxﬂ thng«lm&nx dimaksud pmhs syat (1) btk b penyelidi s penyidik
engikuti dan didikan di »
u.n penyidikan sesu dengan keentaan puulumn pcr\mdang undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum
berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Pasal 69D

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
tersangka atau keluarganya.

‘Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan
Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

Pasal 48 37 Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 kan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 708, dan
Pasal 70C, vang berbunyi sebagai berikut:
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan Keterangan Pasal 704

kepada penyidik tentang s:lunlh hana bendanya dan art bend st tau s, anak dan brta
fan atau yai hubungan
d:l\gm\ tindak pidana kompsx )'zng dilakukan oleh tersangka

Penganghatan, pombinaan, dan pembehentian Pegavai Komis Pemberanasan Korups
csuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera

Undang inf berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Pasal 70C
Pasal 50 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
Tindak Pidana Ki huk belum selesai harus dilakukan berdasarkan

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum
‘melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian
atau kejaksaan, instans Korupsi
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung scjak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
waiib dilakukan Konisi Korupsi.

(5 Dl Ko Pebeanasan Korup sl mul clbuan penyiian scbogsinans
dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi an penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepohsnn dan/mu kejaksaan dan

Korupsi, penyidikan an
tersebut segera dihentikan.

Pasal

Undang-Undang inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agr Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

cempat

Penuntutan

Pasal 51

(1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak
pidana korups

G) dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 52

(1) Penuntut Unmum, setclah menerima berkas perkara dari penyidi, paling lambat 14 (cmpat
belas) hari kerja terhitung scjak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas
perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima
pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

BAB VI
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 53

‘Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan olch
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 54

(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Unnun,
(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagtimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah
negara Republik Indonesia.

(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara beriahap dengan Keputusan Presiden

Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang
memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik
Indonesia oleh warga negara Indonesia

Pasal 56

(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdir atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad
hoc.

(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah

(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah

(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon ki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan
pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 57

(1) Untuk dapat ditetapkan scbagti hakim Pengadilan Tindak Pidana Korups: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sbagai berikut

a_ berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun:

b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi
. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan d. tidak
permah dijatuhi hukuman disiplin

(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoe Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

. sehat o dan rohani;

d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang pempunyai Keahlian dan berpengalaman
s:kunl\g kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hul

e berumur 40 (empat puluh) m.m. i

£ udak pennl\ melakukan perbuatan tercela;
jujur, memilii integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

1 udak men]nm pengirs sl s para ol
1 dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad ho.

Pasal 58

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke
Pengadian Tindak Pidsna Korups
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
berjumah § () orng yang i s 2 (du) orang ki Pengadiln Neger ang

d

Pasal 59

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan
Tinggi, perkara terscbut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak tangeal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
berjumlah $ (1ima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bag hakim ad hoc pada
Pengadilan Tinggi

Pasal 60

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada
Mahkamah Agung. perkam tersebut dlp:nksa dan dlpulus dal jangka vl palinglna 90
(sembilan puluh) hari kerj h Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara s:lngmmana dm\aksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim
berjumlah $ (1ima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad
hoc. (3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoe pada Mahkamah Agung harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut

epublik Indonesia:
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;




. sehat jasmani dan rohani;
? lain keahlian dan

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukun:

. s:kunl\g urangnya 50 (lima pmuh) tabun pada proses pemilian;

d ukan

e :nkap. jujor, memiliki ml:yuns - yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
£ tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
& melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan | lama menjadi hakim ad hoe.

[Pasal 61

(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wnj\b ‘mengucapkan sumpa/janji menurut
agamanya di hadapan Presiden Republik Indon
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayut (1) berbunyi sebagai berikut
a. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh—s\mgguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
Jangsung ata tdak langsun. dengan mengaunakan nama aiau cara apapun jugt, idak akan
m:mb:nkan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

Saya bersumpah/berjanji balnwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
lugm ini, tidak sckali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian”

. sm balh kan setia kepada dan akan serta

malkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negira Republik Indones
Tan 1945, serts pertara perundang-andngin yine berlaku bagi negara Republik Indonesia’
d. Saya balh i ‘menjalankan tugs ini dengan jujur.
seksama, dan obyektif dengan tidak membeda- bedakun orang. dan akan menjunjung tinggi etika
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebai wa dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
Keadilan',

Pasal 62

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 tentang.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,

REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

(1) Dalam hal sescorang dirugikan sebagai akibal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang
dilakukan olch Komisi Pemberantasan Korupsi secara bmmmw dengan Undxng—Undxﬂg ini
bert 123 gugatas

atau den
habilitas dan/tau kompensasi.
(2) Gugata pada ayat (1), tidak hak orang

untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang
berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis,
jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau Kompensasi yang harus dipenuhi
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

PEMBIAYAAN

Pasal 64

‘Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belania Negara.

BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Angaota Komisi Korupsi b dimak:
dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun.

Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi yang.

. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang
terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa
alasan yang sl

b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga
sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan
pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan
profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan terscbut.

Pasal 67

Setlp At Komis Pemberantasan Korups i pegaa pads Ko Pbersnsan Korups
tindak pidana k diperberat dengan menambah 173 (satu pertiga)
dari ancaman pidana pokok.

BABXI
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 68

‘Sermua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses
hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil
omisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ket

alih oleh Kq tuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.

Pasal 69
(1) Dengan terbentuknya Komist Pcmhcmu\m Knmpn maka Komisi Pemeriksa Kekayaan

“Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih .m. ch, dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
‘menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi,

(2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
menjalankan fung s, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan
tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

B

AB XIT
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 70

Komisi tugas dan paling lambat 1 (satu)
tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tanbaha Lembira NegsRepubi ndonesia Noror 3574 seaginesa
diubah dengan 20 Tahun da
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan ik i Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku;

(2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembarancNegira Republik
Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

‘Undang-Undang inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2002

pada tanggal 20 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di !nkam

[
JOKO WIDODO di Jakarta
di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

ada tan

pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS I\EGARA REYUBLIK INDONESIA,

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAMBANG KESO\

MENTERT HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA, ud
ud TIAHIO KUMOLO

WO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 37

YASONNA H. LAOLY

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




